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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali
meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih
akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017.
Acara tersebut akan dihadiri Presiden Rl dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan
Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa
bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply
listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi
(web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan
keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan
pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai
ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta
pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk
memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui



pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP
dalam pengawalan keuangan desa.



